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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 1179/Pdt.G/2015/PA.Tmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili 

perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah 

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-

pihak :

PENGGUGAT, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini 

memberikan kuasa kepada Advokat dan Penasehat 

Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 

Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai 

"Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut 

sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di 

persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 0020/Pdt.P/2015/PA.TmK.
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam  surat gugatannya tertanggal 18 

Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Tasikmalaya dengan Nomor: 1179/Pdt.G/2015/PA.Tmk, dengan perbaikan dan 

penambahan seperlunya telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan 

sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan dan/atau 

dengan dihadiri dan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama, 

pada XXXX; demikian seperti terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 

XXXX  yang diterbitkan oleh  Kantor Urusan Agama tanggal     XXXX;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal 

bersama orangtua Tergugat di Kp. Layungsari, kemudian pindah ke 

rumah kediaman bersama di Kp. Layungsari, Kelurahan Nagarawangi, 

Kecamatan Cihideung, dan selama pernikahan tersebut Penggugat 

dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri 

dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama :

1. ANAK 1, berusia 13 tahun, 

2. ANAK 2, berusia 8,5 tahun; 

3. ANAK 3, berusia 6 tahun; 

4. ANAK 3, berusia 3,5 tahun;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, yang 

timbul karena terjadi perselisihan, antara lain terjadi pada bulan April 

2014, dan mencapai puncaknya pada bulan April 2015, yang akibatnya 

Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih  4 (empat) 

bulan lamanya;

3. Bahwa hal tersebut timbul karena Tergugat tidak memperhatikan 

penggugat sebagai istri;

Disclaimer
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4. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah 

tangga dengan Tergugat dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak 

berhasil;  

5. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi 

untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabila 

rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat daripada 

maslahatnya; 

6. Bahwa alasan/dalil-dalil diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi 

alasan perceraian seperti ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum 

Islam, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota 

Tasikmalaya memeriksa mengabulkan gugatan Penggugat; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon agar 

Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memeriksa dan mengadili perkara 

ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, dan 

putus karena perceraian;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat 

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. 

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat 

didampingi kuasanya, telah datang menghadap di depan persidangan dan  

Tergugat hadir  secara in person ke persidangan, kemudian Majelis Hakim 

berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan 

para pihak baik secara in person maupun melalui Kuasanya agar rukun kembali 

dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;  
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Menimbang, bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah 

pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan 

Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat 

untuk menunjuk Drs. Abun Bunyamin, SH, sebagai Hakim Mediator dalam 

perkara ini maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan 

Penetapan Mediasi Nomor : 1179/Pdt.G/2015/PA.Tmk. tanggal  16 Desember 

2015;   

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut 

tertanggal 3 Maret 2015, ternyata setelah dilakukan upaya perdamaian melalui 

upaya mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai atau mediasi gagal;    

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan 

dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan 

oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah 

memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Januari 2016 sebagaimana 

tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya 

sebagai berikut :

1. Bahwa tanggapan point 2, bahwa Penggugat dan 

Tergugat pindah bukan ke rumah kediaman di 

Kampung Layungsari Kelurahan Nagarawangi 

Kecamatan Cihideung, seharusnya ke rumah 

kediaman di Kampung Domba (Belakang Unsil);

2. Bahwa tanggapan point 3, pada bulan April 2014 

sampai dengan April 2015 Tergugat mengakui 

adanya perselisihan akan tetapi sudah diselesaikan 

pada awal kejadian bulan April 2014 dan di Bulan 

April 2015 terjadi juga cekcok kecil karena sewaktu 

Tergugat pulang dari solat maghrib di masjid, 

Penggugat sedang memegang handpone dan 

Disclaimer
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disembunyikan oleh Penggugat, meski sebenarnya 

hanya salah faham saja, karna yang ditelpon 

Penggugat adalah teman sekantor Penggugat 

namanya Bu Tatat;

3. Bahwa Tergugat mengakui gugatan Penggugat point 

4;

4. Bahwa Tergugat mengakui sudah menjatuhkan talak 

satu kepada Penggugat akan tetapi ingin rujuk dan 

keberatan jika gugatan perceraian Penggugat 

dikabulkan;

 Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya 

sedangkan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat  

telah mengajukan bukti surat  berupa :

a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) Nomor : XXXX  

Tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, 

telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX Tanggal XXXX yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tasikmalaya, Bukti surat 

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya 

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

c. Surat Pernyataan atas nama tanggal XXXX yang dilampirkan Surat 

Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian tertanggal XXXX lalu oleh 

Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-

saksi sebagai berikut :
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1. SAKSI 1, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya dibawah sumpah 

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

• Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah 

kakak kandung Penggugat;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Agustus 

2000;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul berumah tangga di rumah orang 

tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat 

dan Tergugat;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sudah 

dikaruniai empat orang anak;

• Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis, namun sejak Bulan April 2014, ketetraman rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang disebabkan karena 

Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat sebagai isteri ketika 

Penggugat mengalami kecelakaan;

• Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat 

bertengkar empat bulan setelah Penggugat mengalami kecelakaan dan 

juga dari pengaduan Penggugat;

• Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat 

mengakui bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;

• Bahwa sejak selama 8 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah 

berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di kediaman kakak kandung 

Penggugat sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;

• Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak 

berhasil;

2. SAKSI 2, tempat kediaman di Kabupaten Tasikmalaya dibawah sumpah 

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
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• Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah 

kakak kandung Penggugat;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 

tanggal 10 Agustus 2000;

• Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul berumah 

tangga di rumah orang tua Tergugat selama 11 tahun kemudian pindah 

ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sudah 

dikaruniai empat orang anak;

• Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis, namun sejak 8 bulan yang lalu setelah Penggugat mengalami 

kecelakaan, ketetraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai 

tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena 

Tergugat tidak adanya perhatian kepada Penggugat ketika Penggugat 

dalam masa pemulihan setelah kecelakaan;

• Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat 

bertengkar;

• Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat 

mengakui bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;

• Bahwa sejak selama 4 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah 

berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di kediaman kakak kandung 

Penggugat sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;

• Bahwa setelah pulang dari rumah sakit Penggugat tidak pulang ke rumah 

kediaman bersama melainkan pulang ke rumah saksi;

• Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak 

berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi diatas, Penggugat dan 

Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;
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Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat 

bukti di persidangan dan mencukupkan dengan bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa  Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang 

pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan 

tuntutan Penggugat; 

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang 

pada pokoknya tetap pada jawaban dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua 

hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah 

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum 

Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati 

Penggugat dan Tergugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga 

dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung 

RI No 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian 

melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus 

segera diputuskan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan di 

persidangan adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;   

Menimbang, bahwa berdasarkan jawabannya ternyata Tergugat telah 

mengakui dalil-dalil posita gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan 

pertengkaran dan Tergugat mengakui telah menjatuhkan talak satu secara lisan 
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kepada Penggugat meskipun pada dasarnya Tergugat menolak untuk bercerai 

dengan Penggugat dan oleh karena Pengakuan itu merupakan suatu bukti yang 

sempurna (aven pur et simple) dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 174 

HIR, Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa seluruh posita gugatan 

Penggugat telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dan 

pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab al-Bajuri Juz II hal 334 yang berbunyi : 

فان أقر بما أدعي عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيده 
بعد ذلك رجوعه

Artinya : “Apabila Tergugat membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, 

maka  hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka 

untuk menghindari adanya rekayasa, Majelis Hakim tetap membebankan 

kepada Penggugat untuk mengajukan bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang 

merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok 

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat 

tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti 

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang 

merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok 

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat 

dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 

165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta 
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mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en 

bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan 

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami 

isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat;  

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang 

dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 

Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat 

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan 

Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat, adalah fakta pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat 

dan Tergugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, 

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi 

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang 

dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 

Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat 

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan 

Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat, adalah fakta pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat 

dan Tergugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, 

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil 
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sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi 

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat 

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu 

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat, Tergugat 

menyatakan menerima dan membenakannya;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti maka 

Majelis Hakim cukup mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh 

Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 

Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat 

bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah 

pada tanggal 10 Agustus 2000 di Kecamatan Singaparna Kota 

Tasikmalaya;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun  dan 

telah dikaruniai empat orang anak;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi 

sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 

disebabkan karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat 

dan Tergugat sudah pisah rumah 4 bulan yang lalu dan selama itu pula 

keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan 

kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga 

Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan 

Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk 
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merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena 

Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan 

Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan 

Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam 

rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat 

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat 

bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota 

Tasikmalaya; 

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang 

sah;

3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, 

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; 

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat 

dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage 

breakdown) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat 

sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi  (onheel baar 

tweespalt);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat 

mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat 

bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota 

Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. 

pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana 

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 
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kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat 

(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum 

Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota 

Tasikmalaya;  

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan 

belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan 

yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak 

dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan 

dalam perkara ini (persona standi in judicio), dan perkara ini menjadi 

kompetensi absolut Pengadilan Agama; 

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan 

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat 

dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk 

bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat 

kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh 

karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli 

fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yag dijadikan sebagai 

pendapat Majelis sebagai berikut:

Artinya: “Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, 

maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak 

satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan 

untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt), sehingga tujuan 

pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah 

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. 
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Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur’an 

Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud; 

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk 

dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari 

pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada 

mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, 

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak 

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta 

hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur 

dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo 

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat 

patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah 

bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul), dan berdasarkan 

catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum 

pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan 

dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 

ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan 

Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat terhadap 

Penggugat; 

Menimbang bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang 

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum 

dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup 

bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 

2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya 

diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan 

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana 

Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat 

dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada 

pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk 

mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kabupaten Tasikmalaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk 

itu;
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp. 306.000 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 

2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh 

kami Elis Marliani, S. Ag.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H.M.Jazuli, 

S.Ag. dan Supian Daelani, S.Ag, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota 

putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk 

umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan 

Mohammad Ramdani, SH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh 

Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Elis Marliani, S. Ag. MH

Hakim Anggota    Hakim Anggota

Ttd ttd

 

H.M.Jazuli, S.Ag. Supian Daelani, S.Ag, MH.

Panitera Pengganti

                          

ttd
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Mohammad Ramdani, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 30.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 306.000,- 

(tiga ratus enam ribu rupiah)
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